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ABSTRAK 
 
Ovilia Felycia Dagi, B 111 10 304, Pemenuhan Hak Pelayanan 
Kesehatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIA Kota Sungguminasa kabupaten Gowa), dibimbing oleh Syamsuddin 
Muchtar sebagai Pembimbing I, dan Nur Azisa sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pelaksanaan pemenuhan 
hak pelayanan kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa dan untuk 
mengetahui kendala – kendala yang dihadaapi oleh aparat lembaga 
pemasyarakatan dalam melaksanakan pemenuhan hak mendapatkan 
pelayanan kesehatan terhadap Narapidana di Lembga Pemasyarakatan 
Klas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa. 
Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Sungguminasa Kabupaten Gowa. Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis dengan membandingkan pelaksanaan pemenuhan hak 
mendapatkan pelayanankesehatn di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Sungguminasa Kabupaten Gowa dengan ketentuan yang berlaku. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemenuhan hak 
mendapatkan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Sungguminasa Kabupaten Gowa belum cukup baik, karena pengadaan 
dan penyediaan obat – obatan yang terbatas, tenaga petugas kesehatan 
yang minim, serta peralatan medis belum memadai dan kurang terawatt 
dengan baik.. (2) Kendala – kendala yang dihadapi oleh aparat lembaga 
pemasyarakatan dalam melaksanakan pemenuhan hak mendapatkan 
pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa adalah Fasilitas, kualitas dan 
kuantitas petugas. Pembenahan terhadap Lapas haruslah didukung oleh 
peningkatan kualitas dan kemampuan aparatnya yang diarahkan untuk 
lebih professional, memiliki integritas, kepribadian sebagian panutan dan 
moral yang tinggi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang 
paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah 
kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk 
menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai akhir abad ke-18 
yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan 
perikemanusiaan, sehingga pidana penjara semakin memegang peranan 
penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana terhadap 
badan yang dipandang kejam. Pidana penjara yang merupakan pidana 
yang paling sering dijatuhkan oleh hakim, patut mendapat perhatian lebih 
dan perlu diperbaharui.  Menurut Mulder bahwa: “Politik Hukum Pidana 
harus selalu memperhatikan masalah pembaharuan juga dalam masalah 
perampasan kemerdekaan”1. Semakin sedikit orang dirampas 
kemerdekaannya semakin baik. Pandangan terhadap pidana perampasan 
kemerdekaan juga dapat berakibat kembali sebagai boomerang. 
Pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa 
atau perampasan kemerdekaan yang dengan sengaja ditimpakan negara 
pada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik 
bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat, tetapi 
nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat. Sehingga hukum pidana 
dalam usahanya untuk mencapai tujuan – tujuannya tidaklah semata-mata 
                                            
1DwidjaPriyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika 
Aditama, Bandung, Hal. 8. 
2 
dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi dengan jalan menggunakan 
tindakan – tindakan. Sehingga tindakan dapat dipandang sebagai suatu 
sanksi, tetapi tidak bersifat pembalasan, dan ditujukan semata-mata pada 
prevensi khusus, tindakan dimaksudkan untuk menjaga keamanan 
masyarakat terhadap ancaman bahayanya.2 
Hukum pidana, berbeda dengan bagian hukum yang lain, yaitu 
terjadinya penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk 
pidana, dengan tujuan lain, yakni menetukan sanksi terhadap pelanggaran 
peraturan larangan, guna menjaga ketertiban, ketenangan dan kedamaian 
dalam masyarakat. Hukum pidana adalah hukum sanksi negatif, karena 
sifat dari hukum pidana itu, adalah sebagai sarana upaya lain sehingga 
mempunyai fungsi yang subsidair.3 Sanksi pidana termasuk juga tindakan, 
karena suatu penderitaan yang dirasakan tanpa henti untuk mencari 
dasar, hakekat dan tujuan pidana dan pemidanaan, guna memberikan 
pembenaran dari pidana itu. Sebagai telaahan dari hukum penitensier 
(strafrechttelijk sanctierecht), pidana atau hukuman, merupakan hal yang 
terpenting dalam hukum pidana, sehingga hakekat hukum pidana adalah 
hukum sanksi. Hukum pidana mengecam pelanggaran dengan sanksi 
istimewa, itulah tugas hukum pidana.Berupa pidana mati, pidana badan, 
perampasan kemerdekaan dan pernyataan tidak hormat. Sanksi pidana 
bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan. Sedangkan 
sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan 
itu. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan tersebut. 
                                            
2http://dr-syaifulbakhri.blogspot.com/2009/11/perkembangan-stelsel-pidana-indonesia 
.htmldiakses pada tanggal 30 Maret 2014 pukul 17.36. 
3   ibid 
3 
Fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan pengenaan penderitaan, 
sehingga terarah pada upaya memberikan pertolongan agar pelaku 
berubah. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Sedangkan 
sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat, 
pembinaan dan perawatan bagi terpidana.4 
Dalam hukum pidana, penentuan perbuatan-perbuatan apa yang 
perlu diancam dengan hukum pidana dan jenis-jenis pidana serta cara 
penerapannya, maka pidana atau sanksi sangat penting. Sekarang 
muncullah apa yang disebut sebagai hukum pidana fungsional, yakni 
hukum pidana bukan saja berfungsi untuk memberikan nestapa pada 
pelaku kejahatan, tetapi juga mengatur masyarakat agar hidup lebih 
damai dan tentram. Penerapan hukum pidana tidak selalu berakhir 
dengan penjatuhan pidana, tetapi dikenal juga asas oportunitas yang 
disebut pardon, disamping dikenal juga jenis sanksi yang disebut 
tindakan, yang dalam hukum pidana ekonomi sangat luas, ada tindakan 
tata tertib sementara yang dikenakan oleh jaksa dan ada tindakan tata 
tertib yang dikenakan oleh hakim, juga ada sistem penundaan pidana dan 
pidana bersyarat.5 
Pemerintah dalam melaksanakan perlindungan, pemenuhan dan 
penegakan serta penghormatan dan perlindungan hak warga binaan 
pemasyarakatan, telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan 
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang kini 
                                            
4 ibid  
5 ibid 
4 
telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
Warga binaan pemasyarakatan itu terdiri dari anak didik 
Pemasyarakatan, Narapidana dan Tahanan dan Klien Pemasyarakatan, 
Pelanggaran hak asasi manusia karena khusus bagi anak didik 
pemasyarakatan dan narapidana mereka hanya memperoleh pencabutan 
hak kebebasan bergerak oleh pengadilan berdasarkan keputusan hakim 
sehingga hak-hak mereka yang lain tetap mereka peroleh seperti halnya 
yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan. 
Sistem pemasyarakatan bukan saja menjadikan Narapidana 
sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia 
lainnya sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang 
dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, karena yang 
harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana 
pemidanaan sebagai upaya untuk menyadarkan warga binaan 
pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya 
menjadi warga masyarakatan yang baik taat pada hukum, menjunjung 
tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan 
masyarakat yang aman, tertib dan damai.6 
                                            
6 Azriadi, 2011, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip 
Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii.A Biaro (Tinjauan Mengenai 
Prinsip Pemasyarakatan Tentang Perlindungan Negara), Tesis, Universitas Andalas, 
Padang, Hal.7. 
5 
Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan 
warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan 
untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan – kemungkinan  
diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta 
merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisah dari nilai – nilai yang 
terkandung dalam Pancasila.7 Dalam sistem pemasyarakatan, warga 
binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan 
jasmani serta dijamin hak - hak mereka untuk mejalankan ibadahnya, 
berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, berhak 
memperoleh informasi baik melaui media cetak maupun elektronik, 
memperoleh pendidikan yang layak, berhak mendapatkan pelayanan 
kesehatan dan sebagainya. Dan untuk menjamin terlaksananya hak-hak 
tersebut, diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara 
langsung melakukan perawatan, pembinaan dan bimbingan terhadap 
warga binaan pemasyarakatan. 
Pemenuhan terhadap hak – hak warga binaan pemasyarakatan ini, 
terutama dalam hal hak mendapatkan pelayanan kesehatan sering tidak 
dapat terlaksana dengan baik atau sesuai dengan standar pelayanan 
yang seharusnya oleh mereka yang memiliki kewenangan, terutama 
petugas pemasyarakatan yang mempunyai peranan penting sebagai 
komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada 
sistem pemasyarakatan. Banyak faktor yang mempengaruhi pemberian 
hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang tidak dapat terpenuhi 
                                            
7 Adi Sujatno, 2004, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hal. 21. 
 
6 
dengan baik sehingga menjadikan lembaga permasyarakatan bukan 
sebagai tempat pembinaan tetapi sebagai tempat penampungan orang – 
orang yang dihukum, oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk 
membahas skripsi dengan judul: “Pemenuhan Hak Pelayanan 
Kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis 
kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan 
pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa? 
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh aparat lembaga 
pemasyarakatan dalam melaksanaan pemenuhan hak 
mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan 
kesehatanbagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Sungguminasa Kabupaten Gowa. 
7 
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dihadapi oleh aparat lembaga 
pemasyarakatan dalam melaksanaan pemenuhan hak 
mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah: 
1. Agar dapat memberikan referensi baru bagi mahasiswa hukum 
lainnya yang ingin membahas mengenai pemenuhan hak 
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa 
Kabupaten Gowa. 
2. Memberikan masukan kepada para aparat lembaga 
pemasyarakatan agar dapat melakukan pemenuhan hak dengan 
baik bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Sungguminasa Kabupaten Gowa. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Hak Asasi Manusia 
1. Pengertian Hak Asasi Manusia 
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa hak 
adalah (1) yang benar, (2) milik, kepunyaan, (3) kewenangan, (4) 
kekuasaan untuk berbuat sesuatu, (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu 
atau menuntut sesuatu, dan (6) derajat atau martabat.8 Pengertian yang 
luas tersebut  pada dasarnya mengandung prinsip bahwa hak adalah 
sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsaan 
untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. 
Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat 
melakukan sesuatu sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana 
keabsaan miliknya. 
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa 
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 
dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.9 
Narapidana juga manusia yang memiliki hak asasi manusia, 
seberat apa pun kejahatan yang telah mereka perbuat. Hak asasi 
Narapidana yang dapat dirampas hanyalah kebebasan fisik serta 
                                            
8http://kbbi.web.id/hak diakses pada 1 April 2014 pukul 20.10. 
9Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) Tentang Hak-hak Asasi 
Manusia 
9 
pembatasan hak berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi 
dalam pemerintahan. Namun dalam kenyataannya, para Narapidana tidak 
hanya kehilangan kebebasan fisik, tapi juga kehilangan segala hak 
mereka. Penyiksaan, bahkan pembunuhan, di dalam penjara dan tahanan 
bukan cerita langka. Hak-hak asasi mereka, baik di bidang sipil, politik, 
maupun ekonomi, sosial dan budaya sering dirampas. Sejarah 
menunjukkan Narapidana sering mendapat perlakuan kejam dan tidak 
manusiawi. Karena keprihatinan atas kondisi penjara dan tahanan, 26 Juni 
1987 Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan Konvensi 1948 
menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan 
perlakuan tidak manusiawi lainnya. Konvensi yang lazim disingkat dengan 
Konvensi Anti Penyiksaan ini juga diratifikasi Indonesia pada 1998.10 
Intinya Konvensi Anti Penyiksaan melarang penyiksaan tahanan 
dan Narapidana, disamping menyerukan penghapusan semua bentuk 
hukuman yang keji dan merendahkan martabat. Namun juga  
menegaskan bahwa penyiksaan, apalagi  pembunuhan, terhadap tahanan 
atau Narapidana merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia.11 
Instrumen - instrumen Hak Asasi Internasional  juga menetapkan standar 
minimum bagi perlindungan hak asasi manusia narapidana dan tahanan. 
Standar minimum tersebut meliputi tidak boleh menyiksa ataupun 
menyakiti mereka dengan alasan apa pun. Untuk mencegah penyiksaaan 
dan perbuatan menyakiti Narapidana, maka penjara dan tempat – tempat  
tahanan harus terbuka bagi pemantau independen seperti komisi hak 
                                            
10http://lapasnarkotika.wordpress.com/2007/12/03/napi-juga-manusia/ diakses pada 
tanggal 1 April 2014 pukul 23.09 
11 ibid 
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asasi manusia, palang  merah internasional, ataupun lembaga-lembaga 
swadaya masyarakat. Selain itu, prosedur pendaftaran harus benar - 
benar memperhatikan hak asasi Narapidana dan tahanan. Semua 
pemenjaraan dan penahanan harus didasari dasar hukum yang kuat 
beserta surat perintah resmi. Semua Narapidana dan tahanan harus 
didaftar. Aturan besuk tidak boleh membatasi hak narapidana dan 
tahanan untuk bertemu keluarga dan penasihat hukumnya.  Kondisi 
kesehatan mereka juga harus selalu terpantau. Khusus tahanan dan 
Narapidana asing, harus juga diberi akses untuk berhubungan dengan 
perwakilan negara mereka. Khusus Narapidana perempuan, harus 
mendapat perlindungan khusus terutama berkaitan dengan pelecehan 
seksual oleh sipir ataupun Narapidana pria. Selain itu, instrumen hak asasi 
manusia juga mewajibkan pengelola penjara dan tahanan untuk member 
makanan yang cukup dan layak. Penjara dan tempat tahanan harus 
memberikan ruang yang cukup, tidak boleh terlalu sesak. Ruang tahanan 
yang sesak juga melanggar  hak dasar Narapidana, hak Narapidana untuk 
melaksanankan ibadah harus juga diberikan. Tak seorangpun Narapidana 
dilarang beribadah. Fasilitas ibadah juga  harus disediakan, termasuk bagi 
penganut agama minoritas.12 
Pengaturan hak asasi Narapidana ini harus  mengacu pada hak 
asasi manusia secara internasional, karena setiap negara diwajibkan 
untuk menghormati hukum hak asasi manusia, tanpa terkecuali.  Dengan 
penetapan hukum internasional HAM, maka jaminan kolektif untuk 
                                            
12 ibid 
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perlindungan dan pemenuhannya, secara otomatis juga terus di 
kembangkan. Secara hukum internasional, standar perlakuan Narapidana 
ini diatur dalam setidaknya dua macam konvensi. Hak seseorang untuk 
tidak dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak 
manusiawi atau hukuman yang merendahkan harkatnya jelas termaktub 
dalam Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik. 
2. Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 39 
Tahun 1999 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia (HAM) antara lain mengatur tentang hak, kewajiban dasar, tugas 
dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM, pembentukan 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan partisipasi 
masyarakat. Adapun pemahaman tentang HAM yang paling mendasar 
dan hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 
1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari:13 
a. Hak untuk hidup 
Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, 
meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, 
sejatera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan 
sehat. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum 
lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang 
sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi 
atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka 
tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut 
                                            
13 Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asai Manusia, pasal 9-66 
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masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup 
dapat dibatasi 
b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan 
Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang syah (perkawinan yang dilaksanakan 
menurut ketentuan peraturan perundang - undangan), atas kehendak 
bebas calon suami dan isteri yang bersangkutan yakni kehendak yang 
lazim dari niat suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dan 
dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri. 
c. Hak mengembangkan diri 
Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan 
dirinya. Baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun 
masyarakat, bangsa dan negaranya. 
d. Hak memperoleh keadilan 
Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh 
keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik 
dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui 
proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum 
acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur 
dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar. 
e. Hak atas kebebasan pribadi 
Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan 
politik, mengeluarkan pendapat dimuka umum, memeluk agama masing-
masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa 
diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah 
Republik Indonesia. 
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f. Hak atas rasa aman 
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tentram serta 
perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu. 
g. Hak atas kesejahteraan 
setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa 
dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan 
jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang 
layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan 
memperjuangkan kehidupannya.Khusus mengenai : 
a. Hak milik tersebut mempunyai fungsi sosial yakni bahwa setiap 
penggunaan hak milik harus memperhatikan kepentingan umum 
bilamana menghendaki atau membutuhkan benar - benar, maka 
hak milik dapat dicabut menurut peraturan perundang – 
undangan. 
b. Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak 
boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan 
memperjuangkan kepentingannya serta menurut peraturan 
perundang-undangan. Tidak boleh dihambat disini maksudnya 
adalah bahwa setiap orang atau pekerja tidak dapat dipaksa 
untuk menjadi anggota dari suatu serikat pekerja. 
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h. Hak turut serta dalam pemerintahan 
Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan 
dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan 
dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintah. 
i. Hak wanita  
Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam 
jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan 
perundang-undangan. Disamping itu berhak mendapatkan perlindungan 
khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal – hal  
yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya. 
j. Hak anak  
Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, 
masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam 
rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara 
melawan hukum. 
 
B. Narapidana 
1. Pengertian Narapidana 
Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik 
pelanggaran hukum adat ataupun hukum negara. Setiap pelanggaran 
yang dilakukan dalam hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan 
dalam hukum adat atau hukum negara mempunyai konsekuensi berupa 
sanksi. Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa 
yang dilakukannya. Dalam hukum negara pelaku pelanggaran hukum 
akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan 
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dari hakim. Secara umum Narapidana berarti orang yang melakukan 
tindak pidana. 
Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia, Narapidana adalah 
orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak 
pidana); terhukum.14 Sementara itu, menurut kamus induk istilah  ilmiah 
menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian.15 
Selanjutnya berdasarkan kamus hukum, Narapidana diartikan sebagai 
orang yang menjalani pidana dalam  Lembaga Pemasyarakatan.16 
Menurut Arimbi Heroepoetri, Imprisoned person atau orang yang 
dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya 
atas tindak kejahatan.17 Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Narapidana adalah terpidana 
yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS. Sementara itu 
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
juga dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap. 
Sedangkan pidana hilang kemerdekaan adalah pidana penjara, 
yang menurut R.A.Koesnunmenjadi pidana pokok dimana-mana sampai 
seluruh dunia, yang makin terpengaruh oleh aliran individualis-liberalis.18 
Sistem pidana hilang kemerdekaan yang dimulai dengan penutupan 
bersama siang dan malam, berubah ditutup sendirian siang malam, 
                                            
14http://kbbi.web.id/narapidana diakses pada tanggal 3 April 2014, pukul 12.30. 
15 M.Y. AI-Barry Dahlan, 2003, Kamus Induk Istilah llmiah Seri Intelectual, Target Prees, 
Surabaya, Hal. 537. 
16http://kamushukumonline.com/narapidana diakses pada tanggal 3 April 2014, pukul 
12.42. 
17 Arimbi Heroepoetri, 2003,Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam, 
Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan, Komnas Perempuan, Jakarta, hal.6. 
18R.A. Koesnun. 1961.  Politik Penjara Nasional.Sumur Bandung, Bandung, hal. 8. 
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kemudian siang bersama dan malam sendirian. Tetapi masih dikurung 
rapat dalam empat tembok. 
Pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan 
terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar : 
a. Umur; 
b. Jenis kelamin; 
c. Lama pidana yang dijatuhkan; 
d. Jenis Kejahatan; 
e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan 
pembinaan. 
 
Jadi Narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam 
konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan 
harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya 
sebagai penegakkan norma – norma (aturan - aturan) oleh alat – alat  
kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas 
perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut. 
2. Hak-Hak Narapidana 
Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan 
hak – hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut.Hak ini adalah hak-hak 
moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak hak itu 
bertujuan untuk menjamin marrtabat setiap manusia. Kedua, hak menurut 
hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari 
masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. 
Adapun dasar dari hak - hak ini adalah persetujuan orang  yang 
diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada hak 
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– hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti 
yang pertama tersebut di atas.19 
Manusia sebagai warga negara dan makhluk sosial memerlukan 
manusia lain dalam keseharian yang biasanya disebut dengan interaksi 
sosial. Manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain tidak selalu 
berjalan normal, akan tetapi ada benturan – benturan yang mengarah 
pada pelanggaran hukum. 
Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dalam hukum 
pidana akan diproses dan selanjutnya ditempatkan di LAPAS dengan 
status narapidana. LAPAS merupakan sarana untuk merubah tingkah laku 
Narapidana (rehabilitasi) agar dapat berintegrasi kembali dengan 
masyarakat luas yang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi. 
LAPAS yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan 
pradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana. 
Dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan 
masyarakat. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana 
dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan 
pendekatan pembinaan (treatment approach) memberikan perlindungan 
dan penegakan hak – hak narapidana dalam menjalankan pidananya. 
Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi 
dan normative terhadap Narapidana berdasarkan pancasila dan bercirikan 
rehabilitative, korektif, edukatif, integratif.20 
                                            
19 Syahruddin, Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Metakukan 
Hubungan Biologis Suami Isteri, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. Makassar.2010, Hal. 11. 
20Adi Sujatno, 2000, Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan), Direktorat Jenderal 
Pemasayarakatan, Jakarta, hal.12. 
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Sujatno menegaskan bahwa sebagai dasar pembinaan dari sistem 
pemasyarakatan adalah sepuluh prinsip pemasyarakatan yakni:21 
1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan 
peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. 
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara. 
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat. 
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk 
ataupun jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana. 
5. Selain kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan 
anak didik harus dikenakan dengan tidak boleh diasingkan dari 
masyarakat. 
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dari anak didik 
tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh 
diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau 
kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang 
diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan yang 
menunjang usaha peningkatan produksi. 
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan 
anak didik harus berdasarkan pancasila. 
8. Narapidana dan anak  didik sebagai orang-orang yang tersesat 
adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai 
manusia. 
9. Narapidana dan anak didik hanya menjatuhi pidana hilang 
kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya. 
10. Disediakan di pupuk saran-sarana yang dapat mendukung 
fungsi rehalibitatif, korektif dan edukatif dalam sistem 
pemasyarakatan. 
 
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
PemasyarakatanPasal 14 ayat 1 telah dijelaskan bahwa hak-hak 
narapidana mencakup:22 
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. 
b. Mendapat perawatan , baik perawatan rohani maupun jasmani  
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak  
e. Menyampaikan keluhan. 
f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilarang. 
g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 
                                                                                                                       
 
21 Ibid, hal.13 
22Dwija Priyatno, op.cit, hal.111. 
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h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang 
tertentu lainnya. 
i. Mendapat pengurangan masa pidana. 
j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga. 
k. Mendapat pembebasan bersyarat. 
l. Mendapat cuti menjelang bebas. 
m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Menyangkut hak-hak reintegrasi terhadap warga binaan 
pemasyarakatan di LAPAS yang  menjadi bahasan dalam penulisan ini 
yakni diuraikan sebagai berikut :23 
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya 
b. Mendapat perawatan , baik perawatan rohani maupun jasmani  
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak  
e. Menyampaikan keluhan  
f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilarang 
g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang 
tertentu lainnya 
i. Mendapat pengurangan masa pidana 
 
Selanjutnya hak-hak reintegrasi terhadap warga binaan 
pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 
1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan (PP 32) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan, selanjutnya diuraikan sebagai berikut :24 
 
 
                                            
23Ibid, hal.112. 
24Lihat Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 2-33. 
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a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya 
Setiap warga narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak 
untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya yang 
diseuaikan dengan program pembinaan. Dan pada setiap LAPAS wajib 
disediakan petugas untuk memberikan dan bimbingan keagamaan dan 
kepala LAPAS dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, 
badan kemasyarakatan atau perorangan. 
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani 
Setiap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak 
mendapat perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui 
bimbingan rohani pendidikan budi pekerti. Hak perawatan jasmani berupa: 
a. Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi 
b. Pemberian perlengkapan pakaian, dan 
c. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi 
 
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 
Setiap lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan 
pengajaran bagi Narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan 
menyediakan petugas pendidikan  dan pengajar serta dilakukan dalam 
LAPAS yang diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada 
lemabaga pendidikan yang sederajat. Dan apabila narapidana dan anak 
didik pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih 
lanjut yang tidak tersedia dalam LAPAS maka dapat dilaksanakan diliuar 
LAPAS. Juga berhak memperoleh surat Tanda Tamat Belajar dari instansi 
yang berwenang. Oleh sebab itu Kepala LAPAS mengadakan 
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perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran 
dalam LAPAS  serta bekerjasama dengan instansi terkait. 
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak 
Setiap narapidana dan anak didik berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan yang layak sehingga pada setiap LAPAS disediakan poliklinik 
beserta fasilitas dan disediakan sekurang – kurangnya seorang dokter dan 
seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan 
paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu 
kesehatan dan apabila pada saat hasil pemeriksaan ditemukan adanya 
penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut harus 
dirawat secara khusus. Apabila memerlukan perawatan lebih lanjut, maka 
dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar 
pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar 
LAPAS serta wajib dikawal oleh petugas LAPAS dan bila perlu meminta 
bantuan petugas kepolisisan, serta Kepala LAPAS segera 
memberitahukan kepada keluarganya agar mencegah terjadi sesuatu 
pada narapidana atau anak didik tersebut. 
Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan makanan 
darn minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat 
kesehatan dan apabila terdapat narapidana atau anak didik 
pemasyarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk 
Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan lain sesuai 
dengan kebiasaan di negaranya dan tidak melampaui 1 ½ (satu satu per 
dua) kali dari harga makanan yang sudah ditentukan bagi narapidana dan 
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anak didik pemasyarakatan. Bagi narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan 
makanan tambahan sesuai petunjuk dokter dan anak dari narapidana 
wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat 
diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama sampai 
anak berumur 2 (dua) tahun dan harus diserahkan kepada bapaknya atau 
sanak keluarga.Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang 
sedang menjalani puasa diberikan makanan tambahan. 
e. Menyampaikan keluhan  
Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak 
menyampaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas 
perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya dan keluhan 
dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan 
tata tertib serta ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan 
penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri. 
f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilarang 
Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang 
berupa media cetak dan media elektronik. Harus menunjang program 
pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang – undangan yang berlaku serta tata cara mengenai 
peminjaman dan penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur 
lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Pemasyrakatan. Setiap LAPAS 
menyediakan sekurang - kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 
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(satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku 
serta bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilarang membawa 
pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam 
LAPAS untuk kepentingan pribadi. 
g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 
Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau 
premi dan besarnya upah atau premi  harus dititipkan  serta dicatat di 
LAPAS dan diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan 
untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau 
untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana. 
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang 
tertentu lainnya 
Setiap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak 
menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu 
lainnya dan dicatat dalam buku daftar kunjungan serta LAPAS wajib 
menyediakan ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Petugas 
pemasyarakatan yang bertugas ditempat kunjungan, wajib : 
a. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung 
dan 
b. Menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya  
Dalam hal ini apabila ditemukan identitas palsu atau adanya barang 
bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang 
berlaku, maka pengunjungan sebagaimana dilarang dan tidak dibolehkan 
mengunjungi narapidana dan anak didik pemasyarakatan 
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i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi) 
Setiap Narapidana dan anak pidana berhak mendapat remisi, dan 
dapat ditambah apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan:25 
a. Berkelakuan baik; dan 
b. telah  menjalani  masa  pidana  lebih  dari 6  (enam)bulan. 
 
Bagi  Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan tindak  
pidana  terorisme,  narkotika  danpsikotropika,  korupsi,  kejahatan  
terhadap keamanan  negara  dan  kejahatan  hak  asasi manusia  yang  
berat,  dan  kejahatan  transnasional terorganisasi  lainnya,  diberikan  
Remisi  apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. berkelakuan baik; dan 
b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana. 
Adapun remisi yang diberikan  oleh  Menteri setelah  mendapat  
pertimbangan  dari  Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ditetapkan 
melalui keputusan menteri. 
Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran 
terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. 
Sesungguhnya hak – hak manusia sudah ada sejak manusia  itu 
ditakdirkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru 
lagi.26 Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengakui 
HAM, komitmen terhadap perlindungan/pemenuhan HAM pada tahap 
pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi hakim 
pengawas dan pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam 
                                            
25Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 34-34A. 
26 Naning Ramdlon, 1983,HAM Di Indonesia, Makalah,  Lembaga Kriminologi Universitas 
Indonesia, Jakarta, hal.8. 
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Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah 
kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan 
berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan 
bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.27 
Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam 
Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1996 
(Kovenan Internasional hak-Hak Sipil Dan Politik),  Declaration on 
Protection From Torture 1975  (Deklarasi Perlindungan Dan Penyiksaan 
dan perlakuan atau Pidana lain yang kejam tidak manusiawi dan 
merendahkan martabat manusia),  Rules For TheTreatmen Of Prisoner 
1957  (peraturan standar minimum untuk perlakuan napi yang menjalani 
Pidana).28 
Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM yang diinrodusir menjadi 
hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang 
bermakna penghargaan  terhadap harkat dan martabat manusia.  Pasal 
10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan 
kebebasannya, diperlakukan secara berperikemanusiaan dan dengan 
rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem 
penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan – tahanan yang 
esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggara – 
pelanggar dibawah umur harus dipisahkan dari orang – orang dewasa dan 
diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka. 
                                            
27Aswanto,1999,Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum 
Terhadap PenegakanHAM di Indonesia, Disertasi, Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga, Makassar, hal.149. 
28 Ibid 
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Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai 
Standard Minimum Rules untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman 
(Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957), 
yang meliputi:29 
1) Buku register; 
2) Pemisahan kategori Napi; 
3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi; 
4) Fasilitas sanitasi yang memadai; 
5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet; 
6) Pakaian dan tempat tidur yang layak; 
7) Makanan yang sehat; 
8) Hak untuk berolahraga diudara terbuka; 
9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter 
gigi 
10) Hak  untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela 
diri apabila dianggap indisipliner;  
11) Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan 
hukuman badan; 
12) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana; 
13) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi 
untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan; 
14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar; 
15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku 
yang bersifat mendidik; 
16) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama; 
17) Hak untuk  mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang 
berharga; 
18) Pemberitahuan kematian, sakit, kepada anggota keluarga. 
 
C. Lembaga Pemasyarakatan  
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 
Lembaga pemasyarakatan adalah perubahan dari nama penjara 
yang biasa kita kenal dalam masyarakat hingga kini, walaupun perubahan 
nama itu berlaku sejak perubahan sistem perlakuan terhadap pelanggar 
hukum yang mengacu pada upaya perbaikan sosial para pelanggar 
hukum atau dengan kata lain bahwa pelaksanaan pemasyarakatan bagi 
                                            
29Panjaitan dan Simorangkir, 1995,LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan 
Pidana,Pustaka Sinar harapan, Jakarta, hal.74. 
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warga binaan masyarakat adalah sejalan dengan tujuan hukum, 
perubahan tersebut dan kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan 
yang diproklamirkan oleh Saharjo selaku Menteri Kehakiman saat itu. 
Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang 
sering disingkat dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan 
pembinaan narapidana dan anak  didik yang selanjutnya disebut warga 
binaan masyarakat (WBP). Lembaga pemasyarakatan adalah unit 
pelaksanaan teknis di jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada warga 
binaan pemasyarakatan. 
Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan 
asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut 
diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan 
dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang 
melaksanakan pembinaan dam bimbingan serta pengamanan warga 
binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
Tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak 
hukum. Sidik Sunaryoberpendapat bahwa :30 
Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam 
proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan 
terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat 
bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang 
ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga 
kepolisisan, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan 
tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan 
pemasyarakatan. 
 
                                            
30Muladi., 2004,Lembaga Pidana Bersyarat, P.T. Alumni, Bandung, hal. 42. 
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Dari ungkapan tersebut jelaslah bahwa lembaga pemasyarakatan 
mempunyai peran yang stategis dalam proses peradilan pidana terpadu 
dalam hal pembinaan terhadap pelanggar hukum yang mencapai tujuan 
pemidanaan, menurut Muladi, tujuan pemidanaan Pencegahan (umum 
dan khusus) masyarakat, memlihara solidaritas, adalah untuk 
memperbaiki kerusakan individual dan social yang diakibatkan oleh tindak 
pidana, hal ini terdiri atas seperangkat tujuan yang merupakan titik berat 
harus dipenuhi, dengan catatan tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri 
atas pengimbalan/perimbangan.31 
2. TujuanTerbentuknya Lembaga Pemasyarakatan 
Tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan 
menitik beratkan usahanya kepada pemberian kesempatan kepada 
Narapidana  untuk menduduki kembali tempatnya di tengah  - tengah 
kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi 
penuh melalui interaksi yang positif dengan nilai yang berlaku didalam 
masyarakat. 
Kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga pemasyarakatan adalah 
sebagai berikut :32 
a. Lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, LAPAS 
adalah unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor 
Wilayah Departemen Kehakiman. 
b. LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan. 
                                            
31Ibid, hal.43. 
32keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan 
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c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, LAPAS mempunyai 
fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan narapidana/anak 
didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak 
didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, 
melakukan tata usaha dan rumah tangga. 
Berdasarkan pada surat keputusanMenteri Kehakiman Rl No. M-
01.-PR.07.03 Tahun 1985 dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga 
permasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu : 
1) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I  
2) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A  
3) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B 
Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan 
dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen 
Hukum dan HAM Rl adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan 
yang menampung, merawat dan membina narapidana. Sedangkan 
pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia 
adalah sebagai berikut: 
a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu 
penyelidikan atau melakukan suatu usaha.   
b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan 
yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan 
Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan 
pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas 
tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak 
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pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut 
terlibat, untuk kembali ke masyarakat. 
Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga 
Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi 
wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik 
pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar 
dapathidup normal kembali di tengah masyarakat. 
Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan 
pidana mempunyai fungsi dan tugas yang sama denga sub sistem lainnya, 
sebagai lembaga pembinaan Lembaga Pemasyarakatan sangat berperan 
dalam penegakan dan tata hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Petrus 
Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simonangkir:33 
Pemasyarakatan mempunyai posisi yang strategis dalam 
merealisasi tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu 
rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan 
sampai kepada penanggulangan kejahatan (Suppression of 
crime). 
 
3. Sistem Pemasyarakatan Indonesia 
Penerapan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan telah 
dilaksanakan di Indonesia sejak konsepsi perbaharuan diluangkan 
didalam piagam pemasyarakatan Indonesia pada tanggal 27 april 1964 di 
Jakarta yang merupakan amanat dari presiden, yang dalam point satu 
menyebutkan, bahwa apa yang dulu dimaksudkan kepenjaraan telah di re 
tool dan diperbaharui menjadi pemasyarakatan selaras dengan perubahan 
filosofinya yaitu pembinaan. Tetapi peraturan yang digunakan adalah 
                                            
33Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995,Lembaga Pemasyarakatan 
Dalam Prespektif Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.65. 
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reglement penjara 1917 warisan kolonial dengan sistem kepenjaraan yang 
masih berasaskan pada pembalasan, padahal perlakuan terhadap Warga 
Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pada sistem kepenjaraan tidak 
sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Selanjutnya dalam perkembangannya dengan berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 maka dibentuklah Undang-Undang No. 12 tahun 1965 Tentang 
Pemasyarakatan yang menggantikan aturan-aturan peninggalan colonial 
tersebut dan sistem kepenjaraan yang diatur dalam ordonnantie Op de 
Voorwaardelijke (stb 708, 10 Desember 1917), Dwangopvoeding regeling 
(stb. 1917-741, 24 Desember 1917)  dan Unitvoeringsordonnantie Opde 
Voorwaardelijke Veroordeling (Stb, 1926-487, Desember 1962). Selama 
yang berhubungan dengan aturan pemasyarakatan dinyatakan tidak 
berlaku.34 
Pelaksanaan pidana penjara dalam arti perlakuan terhadap Warga 
Binaan Pemasyarakatan di Indonesia saat ini menganut suatu sistem 
yang lebih dikenal dengan sebutan pemasyarakatan. Konsep tentang 
pemasyarakatan sebagai suatu sistem yang lebih dikenal dengan sebutan 
pemasyarakatan. Konsep tentang pemasyarakatan sebagai suatu sistem 
perlakuan terhadap narapidana di Indonesia untuk pertama kalinya 
dikemukakan oleh Suhardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu). Hal 
tersebut terungkap dalam orasinya yang berjudul Pohon Beringin 
                                            
34Mulia Wari Sonny, 2010, Pemenuhan Hak-hak Reintegrasi Warga Binaan 
Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Abepura Di Kota Jayapura, 
Skripsi, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hal.17-18. 
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Pengayoman, yang diucapkan pada upacara penerimaan gelar Doktor 
Honoris Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia, tanggal Juli 
1963. Dalam orasinya itu, Suhardjo, antara lain mengemukakan konsep 
tentang hukum nasional dan konsep tentang perlakuan terhadap 
narapidana. 
Menyangkut perlakuan terhadap Narapidana, Suhardjo 
menyatakan:35 
Dibawah pohon beringin pengayoman  ditetapkan untuk menjadi 
penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana maka 
tujuan pidana penjara dirumuskan : disamping menimbulkan derita 
bagi terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, 
membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang 
anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan 
singkat, tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan. 
 
Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh 
keputusan Konfrensi Dinas para pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 
April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di 
Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan ini 
disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara 
untuk membimbing dan membina. 
Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti 
penting terhadap pembaharuan pidana di Indonesia. Yaitu perubahan 
nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan 
amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari 
lahirnya pemasyarakatan RI pada hari senin tanggal 27 April 1964 dan 
piagam pemasyarakatan Indonesia. 
                                            
35Suhardjo, 1963,Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman Sukamiskin, 
Bandung, hal. 21. 
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Selanjutnya sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan 
rapat kerja terbatas Direktorat Jederal Bina Tuna Warga tahun 1976 
menandaskan kembali prinsip – prinsip untuk bimbingan dan pembinaan 
sistem pemasyarakatan yang sudah rumuskan dalam konfrensi lembaga 
tahun 1964 yang terdiri dari sepuluh rumusan, terdiri dari:36 
1. Orang yang tersesat terus diayomi dengan memberikan bekal 
hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. 
2. Penjatuhan pidana adalah buikan  tindakan balas dendam dari 
negara 
3. Rasa tobat tindaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan 
dengan membimbing 
4. Negara tidak berhak seseorang narapidana lebih buruk atau 
lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga 
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus 
dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari 
masyarakat, 
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh 
bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi 
kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang 
diberikan harus ditunjukkan untuk membangun negara 
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila 
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai 
manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan 
kepada narapidana bahwa itu itu penjahat 
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaaan 
10.  Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan 
hambatan sistem pemasyarakatan. 
 
Dwidja Priyatno, mengemukakan bahwa Sistem pemasyarakatan  
merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh 
karena itu pelaksanaanya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan 
konsepsi untuk mengenal pemidanaan.37 
Seiring dengan berubahnya sistem penjara menjadi sitem 
pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan, dan bertujuan untuk 
mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan 
                                            
36Dwija Priyatno, op.cit, hal.98. 
37ibid, hal. 103. 
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masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota 
masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab, maka pada tahun 1990 
Departemen Kehakiman mengeluarkan aturan dalam bentuk pola 
pembinaan bagi narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan yang 
intinya menetapkan antara lain : 
1. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan 
antara Pembina dan yang dibina 
2. Pembinaan bersifat persuasive yaitu berusaha merubah tingkah 
laku melalui keteladanan 
3. Pembinaan berencana terus menerus dan systematis 
4. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama 
berbangsa dan bernegara, intelektual kecerdasan, kesadaran 
hukum, keterampilan dan mental spiritual. 
Sedangkan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan berperang 
teguh pada asas berlaku, sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatandiantaranya : 
1. Pengayoman  
2. Persamaan perlakuan dan Pelayanan 
3. Pendidikan 
4. Pembimbingan  
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia 
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, 
dan 
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 
orang-orang tertentu. 
 
Konsep pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap 
Narapidana, kini telah mendapatkan pengaturannya dalam bentuk 
undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
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Pemasyarakatan, yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, 
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 77 dan 
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3614. Dalam 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
disebutkan ; 
Pasal 1 angka 1 
Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan 
warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan 
dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem 
pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 
 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
menentukan bahwa yang dimaksud dengan warga binaan 
pemasyarakatan adalah meliputi narapidana, anak didik pemasyarakatan 
dan klien pemasyarakatan. Anak pemasyarakatan terdiri atas anak 
pidana, anak negara dan anak sipil, sedangkan klien pemasyarakatan 
adalah mereka yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan 
(BAPAS) (Vide Pasal 1 angka 5, angka 8, Pasal 42 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.Dalam tulisan 
ini, lebih diarahkan pada pemenuhan hak-hak warga binaan 
pemasyarakatan pada LAPAS Klas IIA Kota Sungguminasa Kabupaten 
Gowa. 
LAPAS sebagai ujung tombak pelaksanaan tempat untuk mencapai 
tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi 
sehingga petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan 
dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan benar – benar 
berkualitas dan mampu mengemban tugas tersebut karena dalam 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 
mereka disebut dengan nama Pejabat Fungsional Penegak Hukum. 
Dwidja Priyatno, mengemukakan bahwa Sistem Pemasyarakatan 
disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan 
sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat 
terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan 
pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak 
terpisahkan dari nilai-niai yang terkandung dalam Pancasila.38 
Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan 
juga keikutsertaan masyarakat, abik dengan mengadakan kerja sama 
dalam pembinaan maupun dengan mengadakan kerja sama dalam 
pembinaan maupun sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan 
Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. 
Tujuan diselenggarakannya sistem Pemasyarakatan dalam rangka 
membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia 
seutuhnya, menyadari kesalah memperbaiki diri, dan tidak mengulangi 
tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup 
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.39 
Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah 
upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan 
kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia 
                                            
38 ibid 
39 Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
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dengan kepribadiannya, amnesia dengan sesame, dan manusia dengan 
lingkungan.40 
Fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan Warga Binaan 
Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan 
masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota 
masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.41 Yang dimaksud 
dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan 
Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. 
Berdasarkan uraian diatas maka terpenting dalam sistem 
pemasyarakatan ini adalah pola pembinaan bagi warga binaan 
pemasyarakatan.Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas 
ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, 
professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan.42 
Pebinaan di LAPAS dilakukan melalui 3 Tahap yakni : (1) tahap 
awal; (2) tahap lanjutan; (3) tahap akhir  yang dapat diuraikan sebagai 
berikut :43 
1. Pembinaan tahap awal narapidana dimulai sejak yang 
bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan dengan 1/3 
(satu per tiga) dari masa pidana 
2. Pembinaan tahap lanjutan meliputi : 
a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap 
awal samapai dengan ½ (satu per dua) dari amsa pidana. 
b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap 
lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa 
pidana. 
                                            
40 ibid 
41 Ibid, pasal 3 
42 ibid, pasal 1  
43Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan 
Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 9. 
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3. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhir tahap 
lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari 
Narapidana yang bersangkutan. 
 
Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud meliputi:44 
a. Masa Pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan 
paling lama satu (1) bulan; 
b. Perancangan programpembinaan kepribadian dan kemandirian  
c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian 
d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal 
 
Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud meliputi: 
a. Perencanaan program pembinaan lanjutan 
b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan 
c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan 
d. Perancangan dan pelaksanaan program assimilasi. 
 
Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud meliputi: 
a. Perencanaan  program integrasi 
b. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir 
Dalam tahap-tahap pembinaan seperti diuraikan diatas selalu 
ditetapkan melalui siding Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).Hal ini 
dilakukan dengan mempertimbangkan masa pidana Warga binaan 
pemasyarakatan yang disesuaikan dengan tahap-tahap pembinaan yang 
ada. 
Dalam tahap pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan 
pemasyarakatan di LAPAS merupakan hak – hak yang warga binaan yang 
wajib diperoleh agar kelak pada masa integrasi warga binaan 
pemasyarakatan dapat beradaptasi dalam pembangunan serta tidak 
mengulangi perbuatan tindak pidana. 
                                            
44 ibid 
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Clemens Bartolas menyatakan ada tiga asumsi dasar 
diperlukannya model reintegrasi, pertama : bahwa permasalahan 
menyangkut pelaku kejahatan harus dipecahkan bersama dengan 
masyarakat dimana mereka berasal, kedua : masyarakat mempunyai 
tanggung jawab terhadap masalah yang terjadi menyangkut pelaku 
kejahatan dan tanggung jawab masyarakat dapat ditunjukkan dengan 
membantu pelanggaran hukum tersebut untuk dapat mematuhi hukum 
yang telah ditetapkan, sedangkan asumsi yang ketiga : bahwa kontak 
dengan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan dari reintegrasi itu 
sendiri. 
Dalam penulisan ini penulis akan membatasi diri untuk menjelaskan 
hak-hak warga binaan pemasyarakatan hanya dalam sebelum 
berientegrasi dengan masyarakat. Ini berarti yang akan dibahas adalah 
hak-hak warga binaan pemasyarakatan pada pembinaan tahap awal dan 
tahap lanjutan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Sungguminasa yang beralamatkan di Desa Timbuseng, Kecamatan 
Pattalassang Gowa JL. Lembaga Bollangi dan Instansi Pelayanan 
kesehatan yang bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Sungguminasa. Pemilihan tempat ini dengan mempertimbangkan oleh 
hasil pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis yang melihat pelaksanaan 
pelayanan kesehatan di lembaga permasyarakatan ini yang belum 
maksimal. 
 
B. Jenis Dan Sumber Data  
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain berupa : 
1. Data Primer, yakni data yang diperoleh dari wawancara narapidana 
di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa, pejabat-
pejabat Lembaga Pemasyarakatan dan instansi – instansi yang 
berkaitan dengan penelitian penulis. 
2. Data Sekunder, yakni data yang sudah tersedia sehingga peneliti 
hanya mencari dan mengumpulkan penulisan (data yang dipeoleh 
dari buku-buku, internet, dan perundang – undangan yang terkait). 
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C. Teknik Pengumpulan Data  
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Wawancara, yakni pengumpulan data secara langsung kepada 
responden dan informan dalam bentuk tanya jawab yang berkaitan 
dengan pokok permasalahan. 
2. Pengamatan/Observasi, yakni teknik pengumpulan data dengan 
cara mengamati secara langsung suatu situasi tertentu berupa 
benda, proses atau perilaku. Dalam hal ini dilakukan pengamatan 
terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa. 
 
D. Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang 
diperoleh baik data primer maupun sekunder, maka data tersebut diolah 
dan dianalisis secara deskritif kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data 
berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan 
atau penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan 
Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa. 
Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur 
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.45 HAM merupakan dasar 
yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan 
langgeng, dan oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan 
dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun juga. 
Termasuk dalam hal ini hak atas kesehatan. 
Kesehatan mempunyai peranan dalam meningkatkan derajat hidup 
masyarakat, maka semua negara berupaya menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Pelayanan kesehatan ini 
berarti setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama 
dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, 
mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan 
perseorangan, kelompok, atau pun masyarakat. Demikian pula halnya 
dengan kesehatan narapidana sebagai warga negara yang mempunyai 
hak yang sama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf 
(d) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang 
                                            
45 Konsiderans Menimbang UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 
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menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan 
kesehatan dan makanan yang layak. 
Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata 
bagi warga binaan pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum 
dan HAM diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata. 
Tenaga kesehatan sebagai salah satu komponen utama pemberi 
pelayanan kesehatan terhadap warga binaan pemasyarakatandi 
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, mempunyai peranan yang 
penting karena berkaitan langsung dengan mutu pelayanan yang 
diberikan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud meliputi pelayanan 
kesehatan promotif,  preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa di 
bentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: 
M.04.PR.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan 13 Unit Lembaga 
Pemasyarakatan Khusus Narkotika (Salah satunya Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa). Lembaga Pemasyarakatan 
Narkotika Sungguminasa berkapasitas 368 orang dengan penghuni saat 
ini berjumlah 480 orang (per tanggal 20 Oktober 2014), terletak di jalan 
Lembaga desa Timbuseng kecamatan Pattalasang kabupaten Gowa.  
Penulis melakukan penelitian baik dalam bentuk wawancara 
maupun kuesioner kepada narapidana dan pegawai LP Sungguminasa 
yang terkait dengan pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap 
narapidana. Adapun garis besar pertanyaan yang penulis ajukan adalah 
sebagai berikut : 
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Tabel I : Daftar Pertanyaan Wawancara Dan Kuesioner Untuk 
Narapidana Dan Petugas LP Sungguminasa 
 
No Pertanyaan 
1 Berapa tenaga kesehatan yang berjaga di unit pelayanan kesehatan 
lapas? 
2 Bagaimana dengan sarana dan prasarana yang terdapat di unit pelayanan 
kesehatan atau poliklinik lapas 
3 Berapa kali diadakan pengecekan kesehatan dan bagaimana prosesnya? 
4 Bagaimana dengan kesediaan dan proses pemberian obat di unit 
pelayanan kesehatan lapas? 
5 Bagaimana pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seperti 
HIV/AIDS? 
6 Bagaimana dengan pembiayaan kesehatan bagi napi sakit? 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 
20 Oktober 2014 dengan Bapak Muh.Askari Hutomo selaku Kasi 
Bimbingan Napi/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Sungguminasa Kabupaten Gowa mengungkapkan bahwa jumlah 
narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa 
Kabupaten Gowa saat ini sudah melebihi kapasitas atau daya tampung 
(over capacity),dengan tenaga kesehatan yangterdiri dari 1 Dokter 
Umum, 3 perawat, dan 1 Penyuluh Kesehatan yang menjaga di unit 
pelayanan kesehatan LP Sungguminasa.  
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 
M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan 
Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, tenaga 
kesehatan seharusnya terdiri atas Tenaga medis, Perawat, Analis lab, 
Asisten apoteker, Ahli madya gizi, Sanitarian dan Psikolog yang jumlahnya 
disesuaikan dengan kondisi. Namun, apabila melihat kondisi di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa, yang jumlah 
narapidananya sebanyak 472  narapidana dewasa laki-laki dan 8 tahanan 
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dewasa laki – laki tidak sesuai dengan jumlah tenaga 
medisnya.Semestinya kelebihan kapasitas daya tampung tidak boleh 
berujung pada minimnya pemenuhan hak mendapatkan pelayanan 
kesehatan bagi narapidana, seperti kurangnya petugas kesehatan.Jika 
kelebihan daya tampung tidak dapat teratasi, semestinya petugas 
kesehatan untuk melakukan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan 
kesehatan bagi narapidana ditambah sesuai dengan kelebihan daya 
tampung di lapas. 
Berkaitan dengan sarana dan prasarana yang terdapat Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa, penulis 
melakukan wawancara dengan Bapak Andi Mappaewa selaku Staf 
Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan (Bimaswat) pada tanggal 20 
Oktober 2014, beliau mengungkapkan bahwa untuk kebutuhan ruangan 
disediakan unit pelayanan kesehatan/ poliklinik, agar narapidana dapat 
melakukan pencegahan terhadap penyakitnya, pengobatan, dan 
pemulihan kesehatan. Selain itu, klinik yang tersedia adalah klinik 
pelayanan umum yang merupakan bangunan kecil yang didalamnya 
terdapat ruang pelayanan umum,ruang tunggu, dan ruang administrasi. 
Selain  wawancara, Penulis juga melakukan kuesioner dengan 
narapidana terkait kelengkapan sarana dan prasarana di unit pelayanan 
kesehatan LP Sungguminasa.  Hasil kuesioner tersebut dapat dilihat pada 
tabel sebagai berikut : 
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Tabel II : Hasil Kuesioner Terkait Sarana Dan Prasarana Di Unit 
Pelayanan Kesehatan LPSungguminasa  
  
1 Kelengkapan Sarana 
dan prasarana unit 
pelayanan kesehatan 
Lengkap dan 
Terawat 
Kurang 
Lengkap 
Tidak 
Lengkap 
8 17 5 
*sumber data: hasil kuisioner yang telah diolah. 
Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa terkait 
kelengkapan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, 8 
responden mengatakan lengkap dan terawat, 17 responden mengatakan 
kurang lengkap dan 5 responden mengatakan tidak lengkap. 
Sarana dan prasarana yang lengkap dan terawat di LP 
Sungguminasa meliputi Prasarana poliklinik seperti instalasi air, instalasi 
udara, sarana evakuasi saat terjadi kerusuhan, sistem informasi  berupa 
komputer, instalasi limbah dan juga ambulans. Prasarana untuk unit 
pelayanan kesehatan harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, 
dan keselamatan serta kesehatan kerja pelayanan kesehatan. Prasarana 
juga harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik. 
Alat medis dan non medis yang tersedia di unit pelayanan 
kesehatan LP Sungguminasa  yaitu pemeriksaan tanda – tanda vital, 
minor set,  tabung oksigen, tempat tidur, tabung darah, meja, dan kursi. 
Menurut penulis alat medis dan non medis yang terdapat di unit pelayanan 
tersebut kurang lengkap, karena seharusnya Alat medis dan nonmedis 
minimal untuk pelayanan kesehatan bagi Dokter yang seharusnya ada di 
lapas yaitu meja, ambubag, kursi, emergency kit, bed periksa, refleks 
hammer, lampu penerangan, sarung tangan steril, tensimeter, kaca 
pembesar, statescop, THT kit, thermometer, kateter/ masker, timbangan, 
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kursi roda, tabung oksigen, krugh (tongkat bantu jalan), sarung tangan, 
collar neck, masker, pispot/waskom/ waslap, sterilisator, sneillen chart, 
ischihara chart, minor surgery dan peralatan fisiotherapi (antara lain 
infrared. alat stretching).46 Terkait kelengkapan sarana dan prasarana 
yang tidak lengkap di unit pelayanan kesehatan LP Sungguminasa yaitu 
tidak adanya ruang obat, klinik gigi dan ruang laboratorium, sehingga 
Narapidana yang harus menjalani pemeriksaan darah, urin atau kotoran, 
maka sampelnya dibawah dari lapas ke Puskesmas Makkasau Makassar.  
Berdasarkan Pedoman Pelayanan Kesehatan47, seharusnya 
sebuah lembaga pemasyarakatan juga menyediakan ruang obat, 
laboratorium, dan klinik gigi. Untuk klinik gigi seharusnya disediakan 
karena berhubungan dengan Layanan kesehatan gigi. Ruang laboratorium 
juga seharusnya disediakan berkaitan dengan pemeriksaan urine/darah 
rutin, BTA/Sputum, test narkoba dan rapid test HIV. 
Mengenai Pengecekan kesehatan di LP Sungguminasa penulis 
melakukan wawancara dengan Ibu Nasrawati selaku staf Bimbingan 
Pemasyarakatan Dan Perawatan (Bimaswat) pada tanggal 20 Oktober 
2014, menurut beliau pengecekan kesehatan dilakukan setiap hari, tetapi 
hanya bagi narapidana yang memiliki keluhan. Pengecekan kesehatan ini 
hanya dilakukan secara individu, tidak secara massal. Jadi, bagi 
narapidana yang memiliki keluhan bisa ke poliklinik yang tersedia dalam 
lapas. Poliklinik/unit pelayanan kesehatan di LP Sungguminasa buka 
                                            
46Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAMNomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak 
Asasi Manusia, hal. 14. 
47Ibid.,hal. 13. 
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sampai jam kerja selesai, dimana tenaga kesehatan yang jaga di poliklinik 
tersebut yaitu 1 dokter umum, 3 perawat dan 1 penyuluh kesehatan. 
Ketika terjadi keadaan darurat dan tidak ada yang menjaga di poliklinik 
tersebut, maka pegawai lapas akan menghubungi tenaga kesehatan untuk 
datang ke lapas.  
Selain wawancara, penulis juga melakukan kuesioner dengan 
narapidana terkait pengecekan kesehatan dan proses pemeriksaan di unit 
pelayanan kesehatan LP Sungguminasa.  Hasil kuesioner tersebut dapat 
dilihat pada tabel sebagai berikut : 
Tabel III : Pengecekan Kesehatan Dan Proses Pemeriksaan Di 
Unit Pelayanan Kesehatan LP Sungguminasa 
 
1 Berapa kali pengecekan 
rutin kesehatan yang 
dilakukan dalam setahun 
1-3/ tahun  4-6/ tahun 7-12/ tahun 
30 - - 
2 Bagaimana proses 
pemeriksaan kesehatan 
yang dilakukan 
Cukup baik Kurang baik Tidak baik 
19 9 2 
Sumber : datar kuesioner yang telah diolah. 
Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa terkait 
pengecekan rutin kesehatan yang dilakukan di unit pelayanan 
kesehatanLP Sungguminasa, 30 responden mengatakankan 1-3 kali 
pengecekan kesehatan dilakukan dalam satu tahun. Terkait proses 
pemeriksaan kesehatan 19 responden mengatakan cukup baik, 9 
responden mengatakan kurang baik dan 2 responden mengatakan tidak 
baik. 
Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang 
syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, 
dalam Pasal 16 ayat (1) diatur bahwa “Pemeriksaan kesehatan dilakukan 
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paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu 
kesehatan”. Hal ini sangat berbeda dengan standar pengecekan 
kesehatan yang dilakukan di unit pelayanan kesehatan LP Sungguminasa 
dimana menurut hasil kuesioner narapidana, Pengecekan kesehatan 
dilakukan hanya 1-3 kali dalam satu tahun, bahkan tidak ada pengecekan 
kesehatan secara massal yang rutin dilakukan. Proses pemeriksaan 
kesehatan atau bentuk pelayanan kesehatan di LP Sungguminasa 
menurut Ibu Nasrawati48 terdiri dari penyuluhan (promotif), pencegahan 
(preventif), pengobatan (kuratif), dan rehabilitatif. Metode penyuluhan 
dilakukan secara individu maupun secara keseluruhan narapidana melalui 
seminar kesehatan serta penyuluhan melalui poster-poster. Dengan 
penyuluhan kesehatan maka upaya pencegahan terhadap penyakit dapat 
dilakukan seperti pembentukan kader kesehatan, pelaksanaan CT untuk 
penyakit HIV/AIDS. 
Menurut penulis tindakan pencegahan yang dilakukan di LP 
Sungguminasa masih kurang efektif, karena menurut pedoman pelayanan 
kesehatan seharusnya dilakukan tindakan screening awal terdiri dari 
Pemeriksaan fisik, Laboratorium,Rontgen (sesuai indikasi), melakukan 
pemeriksaan fisik berkala dan berkesinambungan, serta pemeriksaan 
narkoba dan HIV sesuai indikasi agar narapidana terhindar dari penyakit 
yang bisa membahayakan kesehatannya.49 
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Selanjutnya Bentuk pelayanan kesehatan secara kuratif atau 
Pengobatan di LP Sungguminasa dilakukan sesuai dengan gejala dan 
riwayat penyakit yang dimilliki oleh napi. Ibu Nasrawati50 mengemukakan 
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dokter umum di poliklinik lapas 
menunjukkan gejala bahwa penyakit narapidana tersebut masih bisa 
diatasi, maka pengobatannya dilakukan baik itu rawat inap di poliklinik 
lapas maupun diberikan obat sesuai dengan penyakit narapidana 
tersebut. 
Apabila penyakit yang diderita oleh Narapidana harus dirujuk ke 
rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan lapas misalnya rumah sakit 
pemerintah seperti rumah sakit bayangkara, rumah sakit wahidin dan  
rumah sakit lainnya. Dan harus melalui prosedur dan aturan lapas yaitu 
jika dokter umum sudah menyatakan penyakit napi tidak bisa ditangani di 
lapas karena tidak memadainya alat pemeriksaan maupun obat-obatan, 
maka dokter tersebut membuat rekomendasi berobat di luar lapas, 
kemudian Kasubsi Bimaswat memeriksa dan meneliti surat rekomendasi 
dari dokter kemudian membuat surat ijin berobat ke luar lapas yang 
diberikan kepada Kasi Binadik. Kasi Binadik memeriksa dan memberikan 
paraf surat ijin berobat ke luar lapas, setelah itu Kalapas akan memeriksa 
surat ijin keluar lapas. Apabila Kalapas setuju, maka kalapas akan 
menandatangani surat ijin keluar lapas, kemudian staf urusan umum akan 
memberikan nomor surat dan stempel pada surat ijin narapidana berobat 
keluar lapas. Tetapi, apabila kalapas menolak, maka surat ijin keluar lapas 
                                            
50Wawancara dengan Nasrawati, Staf Bimbingan Pemasyarakatan Dan Perawatan 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa, tanggal 20 
Oktober 2014, di Kabupaten Gowa. 
51 
akan dikembalikan kepada Kasi Binadik. Adapun proses pembuatan surat 
ijin berobat narapidana keluar lapas dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel IV: Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Pembuatan Surat Rawat JalanNarapidana Di Luar Lapas 
Kegiatan 
Tabel IV: Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Pembuatan Surat Rawat JalanNarapidana Di Luar Lapas 
MUTU BAKU 
Dokter 
Kasubsi 
Bimaswat 
Kasi 
Binadik 
Kalapas 
Staf 
Urusan 
Umum 
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 
Membuat 
rekomendasi berobat 
di Luar Lapas 
 
     
Buku pendaftran dan 
kartu rekam medis 
10 mnt 
Surat rekomendasi 
berobat keluar lapas 
Memeriksa dan meneliti 
surat rekomendasi 
 
 
 
   
Kartu rekam medis, surat 
rekomendasi dokter 
10 mnt 
Surat rekomendasi 
berobat keluar lapas 
Membuat surat ijin 
berobat ke luar lapas 
 
 
 
   
Kartu rekam medis, surat 
rekomendasi dokter 
10 mnt 
Konsep surat ijin 
Narapidana berobat 
diluar lapas yang 
telah diparaf Kasubsi 
Memeriksa dan 
memberikan paraf pada 
surat ijin berobat ke 
luar lapas 
 
 
 
  
 
Kartu rekammedis,surat 
rekomendasi dokter dan 
Konsep Surat ijin 
Narapidana berobat diluar 
10 mnt 
Konsep surat ijin 
Narapidana berobat 
diluar lapas yang 
telah diparaf Kasi 
Binadik 
Memeriksa dan 
menandatangani surat 
ijin keluar lapas 
 
 
 
T 
 
 
 
Kartu rekam medis, surat 
rekomendasi dokter dan 
Konsep Surat ijin 
Narapidana berobat diluar 
15 mnt 
Surat ijin Narapidana  
berobat diluar lapas 
yang sudah 
ditandatangani 
Memberikan nomor 
surat dan stempel pada 
surat ijin Narapidana 
berobat keluar lapas 
 
 
  
Y 
 Surat ijin 
Narapidana berobat dilur 
Lapas 
5 mnt 
Surat ijin narapidana 
berobat diluar lapas 
Sumber data : Lapas Kta Sungguminasa Kabupaten Gowa 
 
Upaya pelayanan kesehatan Rehabilitatif atau Rehab social yang 
dilakukan di LP Sungguminasa menurut Bapak Rizal Inga,S.KM Staft 
Bimaswat,51 yaitu dengan metode Therapeutic Community, yaitu terapi 
komunitas yang berlandaskan pada cinta kasih dan semangat 
kekeluargaan. Terapi ini dilakukan dengan cara sesama napi berkumpul 
dan melakukan diskusi atau konseling tentang masalah mereka, dengan 
cara itu mereka bisa mendapatkan solusinya. Peminat terapi Therapeutic 
Community di LP Sungguminasa semakin bertambah, sekarang berjumlah 
65 orang.  
Ada juga terapi metadon yaitu terapi yang dilakukan di bawah 
pengawasan dokter, terapi metadon ini merupakan terapi pada napi yang 
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kecanduan dengan narkotika ataupun heroin. Metodenya menggantinya 
narkotika atau heroin dengan obat lain yang sesuai dengan dosis dokter 
untuk memenuhi zat yang dibutukan oleh napi tersebut. Terapi metadon 
ini memiliki manfaat yaitu untuk membantu pengguna berhenti 
menggunakan heroin atau narkotika, karena takaran obat pada terapi 
metadon dikurangi tahap demi tahap selama jangka waktu tertentu. 
Manfaat kedua adalah untuk mengurangi beberapa dampak buruk akibat 
penggunaan heroin atau narkotika secara suntikan yang mana sangat 
beresiko penularan penyakit HIV/AIDS. 
Mengenai penyediaan obat di LP Sungguminasa Menurut Ibu 
Nasrawati hanya secukupnya, berdasarkan penyakit yang biasa diderita 
oleh Narapidana seperti bisul, gatal – gatal, alergi, demam, HIV/AIDS, 
TBC.52 Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 20 Oktober 
2014 dengan salah satu narapidana di LP Sungguminasa bernama Bapak 
Hasanterkait penyediaan dan pemberian obat – obatan, beliau 
mengungkapkan bahwa tidak memadainya persediaan obat-obatan, maka 
pemberian obat-obatan kepada narapidana yang datang dengan keluhan 
sakit terkadang tidak diberikan pengobatan secara maksimal sesuai 
dengan yang diperlukan atau sesuai dengan penyakitnya, sehingga 
Narapidana tidak dapat sembuh dengan cepat. 
Berdasarkan pedoman pelayanan kesehatan53, Bentuk 
Pelaksanaan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yaitu dengan 
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melakukan perencanaan kebutuhan obat dan peralatan kesehatan untuk  
kebutuhan pelayanan kesehatan yang Penyediaannya sesuai dengan 
anggaran dari pemerintah dan dilakukan dengan pendistribusian yang 
merata sesuai kebutuhan obat dan peralatan kesehatan pada tiap unit 
pelayanan kesehatan. 
Terkait upaya penanggulangan dan Pencegahan penyakit menular 
seperti HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa 
Kabupaten Gowa menurut Bapak Rizal54 yaitu dengan VCT terhadap 
warga binaan yang baru masuk, Penyuluhan tentang HIV/AIDS, 
Pembentukan kelompok dukungan sebaya (kelompok sesama penderita), 
pelayanan ARV, dan scrinning massal sebagai upaya 
penanggulangannya. Selain itu, Upaya Pencegahan penyakit menular 
yaitu dengan Penyuluhan tentang HIV/AIDS, Pelayanan kondom dan 
Bleaching (seperti pembersihan alat pisau cukur). Upaya penanggulangan 
untuk narapidana yang menderita penyakit TBC maka akan dibawa ke RS 
Paru-Paru Pettarani Makassar. 
Upaya penanggulangan dan Pencegahan penyakit menular yang 
dilakukan oleh petugas tersebut, menurut penulis masih kurang efektif. 
Karena kurangnya tenaga kesehatan yang ada di Lapas Klas IIA 
Sungguminasa, sehingga tidak ada dokter khusus yang menangani 
narapidana dengan penyakit menular, padahal narapidana yang 
menderita penyakit kronis, dan penyakit khusus seperti TBC, HIV/AIDS 
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dan penyakit menular lainya harus mendapatkan pelayanan kesehatan 
secara intensif dan penuh dengan keseriusan. 
Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Program Penanggulangan  
HIV/AIDS Program prioritas menurut Pedoman Pelayanan Kesehatan,55 
meliputi:  
1. Program gaya hidup sehat;  
a) Meningkatkan komunikasi informasi dan edukasi tentang  
HIV/AIDS;  
b) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral untuk 
mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya komunikasi, 
informasi, dan edukasi guna pencegahan HIV/AIDS pada 
masyarakat;  
c) Meningkatkan komunikasi informasi dan edukasi 
komunikasi     informasi dan edukasi dan perlindungan 
terhadap Pegawai untuk mencegah penularan HIV/AIDS 
serta mengikut sertakan di dalam kampanye komunikasi 
informasi dan edukasi bagi pegawai dan keluarganya serta 
warga binaan pemasyarakatan.  
2. Program pengurangan dampak buruk;  
3. Program pengobatan dan perawatan ODHA dengan konseling:  
a) Pelatihan petugas kesehatan tentangtatalaksana perawatan 
dan pengobatan serta konseling;  
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b) Menyediakan sarana kesehatan dan laboratorium 
terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan di seluruh 
provinsi dan kabupaten;  
c) Menyediakan dan melaksanakan konseling dan testing 
secara  sukarela untuk dapat menemukan dan mengobati 
penderita;  
d) Menyediakan secara berkesinambungan obat anti retroviral 
dan obat infeksi oportunistik yang terjangkau.  
4. Program pelatihan;  
5. Memonitor kesehatan petugas kesehatan untuk mencegah 
penularan infeksi dari petugas kesehatan 
kepasienatausebaliknya;  
6. Menganjurkan prosedur isolasi danmemberikan konsultasi 
tentang pencegahan dan pengendalian infeksi yang diperlukan 
pada kasus yang terjadi;  
7. Pencegahan dan pengendalian infeksi termasukterhadap 
limbah, laundry, gizi dan lain – lain dengan menggunakan daftar 
tilik. 
Selanjutnya mengenai Pembiayaan kesehatan, menurut Bapak 
Andi Mappaewa56 Narapidana tidak membayar pemeriksaan kesehatan 
yang dilakukan di unit pelayanan kesehatan/poliklinik di LP Sungguminasa 
ini, namun bagi narapidana yang harus dirujuk ke rumah sakit bagi yang 
tidak mampu maka akan dibiayai oleh Jamkesda, sedangkan bagi 
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Narapidana yang mampu, maka Narapidana tersebut harus membayar 
sendiri biaya perawatannya di rumah sakit. 
Berdasarkan pedoman pelayanan kesehatan,57 Setiap peserta 
Jamkesmas Lapas atau Rutan mempunyai hak mendapatkan pelayanan 
kesehatan meliputi  pelayanan  kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan 
(RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dan  gawat darurat. 
Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapakan pelayanan 
terstruktur dan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan. Pelayanan 
kesehatan lanjutan (rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap  tingkat 
lanjutan berdasarkan rujukan), diberikan di PPK jaringan Jamkesmas, 
rumah sakit pemerintah termasuk rumah sakit khusus (rumah sakit 
TNI/POLRI dan rumah sakit swasta). Pelayanan rawat inap  diberikan di 
ruang rawat Inap kelas III. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 
rujukan di PPK lanjutan peserta membawa surat keterangan atau 
rekomendasi dari Kepala Lapas/Rutan dan rujukan dari dokter/poliklinik  
Lapas/Rutan. Selanjutnya dilakukan penerbitan surat keabsahan 
kepesertaan (SKP), Setelah Mendapat SKP di PPK lanjutan, peserta 
dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis. 
Dimana Biaya transportasi rujukan pasien, pendamping tenaga medis dan 
pengawalannya dijamin Lapas/Rutan. 
Semua kegiatan pelayanan kesehatan dicatat dan dibentuk laporan 
dalam buku besar. Yang terbagi atas 4 laporan yaitu : Setiap hari, 
merupakan catatan jumlah kunjungan ke unit pelayanan kesehatan, 
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penyakit yang diderita, pengobatan yang diberikan,diagnosa juga gejala-
gejalanya. Setiap bulan  merupakan catatan rekapan jumlah penyakit, 
kelompok rentan/resiko tinggi. Setiap tiga bulan merupakan catatan 
screaning TB dan Pengobatan TB. Setiap unit kesehatan melakukan 
tindakan terhadap Napi. 
Berdasarkan pedoman pelayanan kesehatan, Pencatatan 
Pelaporan adalah pengumpulan dan pengolahan data yang merupakan     
masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Bertujuan 
terselenggaranya fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna dan 
berdaya guna didukung oleh sistem informasi, ilmu pengetahuan teknologi 
dan hukum kesehatan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan 
kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 
Dimana Bentuk Pelaksanaannya yaitu58 : 
1. Pencatatan Pelaporan  
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di lingkungan 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diperlukan 
monitoring kesehatan yang baik setiap 3 (tiga) bulan sekali 
dalam segala bidang kesehatan  dan  dilakukan  evaluasi  paling  
sedikit  1 (satu) tahun sekali.  
a. Meliputi mencatat semua hasil kegiatan pelayanan 
kesehatan, 
b. melaporkan data tersebut  kepada  jenjang administrasi 
yang lebih atas sesuai dengan kebutuhan,  
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c. mengolah data tersebut menjadiinformasi. sehingga 
bermanfaat untuk mengetahui permasalahan kesehatan 
yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia serta upaya penanggulangannya. 
2. Form Pencatatan dan Pelaporan meliputi rekam medik dan 
informed consent; form registrasi pasien; form registrasi obat; 
form registrasi rujukan; form registrasi kematian; form registrasi 
kegiatan promotif; form registrasi surat keterangan sakit dan 
surat keterangan sehat; form inventaris peralatan medis; dan 
form registrasi kelahiran.  
3. Pelaporan Pelayanan kesehatan  
a. Internal:  
1) Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia;  
2) Direktorat/badan masing-masing  
3) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Bentuk Laporan :  
1) laporan bulanan data kesakitan;  
2) laporan pemakaian dan lembar permintaan obat-obatan;  
3) laporan bulanan kegiatan poliklinik;  
4) laporan kejadian luar biasa (1 x 24 jam);  
5) laporantriwulan rawat jalan, rawat inap dan angka 
kematian.  
b. Eksternal (Puskesmas)  
Bentuk Laporan: laporan bulanan data kesakitan.  
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4. Koordinasi pelayanan kesehatan :  
a. Perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan:  
Menyusun rencana kegiatan terpadu pelayanan kesehatan 
melalui pertemuan rencana tahunan antara tenaga 
kesehatan dan pemangku penanggung jawab pelayanan 
kesehatan. 
b. Pelaksanaan kegiatan: 
1) Penentuan penanggungjawab dan pelaksana untuk 
setiap program yang direncanakan dengan pembagian 
habis seluruh program kerja bagi seluruh petugas 
kesehatan di wilayah kerja;  
2) Melaksanakan kegiatan  kesehatan  sesuai  dengan  
yang telah ditetapkan.  
5. Pemantauan penyelenggaraan kegiatan  
a. Melalui pertemuan bulanan di unit kerja masing-masing;  
b. Pertemuan triwulan di tingkat kantor wilayah untuk 
pelayanan kesehatan di unit pelaksana teknis;  
c. Menggunakan sumber informasi: pencatatan laporan  
bulanan, survey lapangan, laporan lintas sektoral serta 
informasi lain.  
6. Pengawasan secara melekat melalui atasan langsung dengan 
Melakukan  pembinaan  terhadap  pelayanan  kesehatan  di  
unit kerjanya. 
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B. Kendala-kendala dalam Melaksanaan Pemenuhan Hak 
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa Kabupaten 
Gowa 
Dalam melakukan pemenuhan hak tentunya tidak dapat berjalan 
dengan lancar dikarenakan beberapa faktor. Hal yang sama juga terjadi 
dalam upaya pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi 
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa 
Kabupaten Gowa.  
Dari hasil wawancara maupun pengamatan langsung yang 
dilakukan Penulis di LP Sungguminasa, berbagai kendala dalam 
Pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi 
Narapidana antara lain terkait fasilitas dan kapasitas lapas serta kuantitas 
tenaga petugas dalam Lembaga Pemasyarakatan Sungguminasa 
tersebut. Seperti, kapasitas lapas dengan daya tampung sekitar 368 
orang. Akan tetapi, jumlah wargabinaan LP Sungguminasa membludak 
dan melebihikapasitas daya tampung dan saat ini warga binaan berjumlah 
480orang. 
Keberadaan petugas/tenaga kesehatan hanya terdiri dari seorang 
dokter, 3 (tiga) orang perawat dan seorang Penyuluh Kesehatan yang 
menangani Narapidana hanya pada jam kerja. Selain itu, Tidak ada dokter 
khusus yang menangani Narapidana dengan penyakit seperti TBC dan 
HIV/AIDS.Padahal sangat diperlukan untuk Upaya penanggulangan dan 
Pencegahan penyakit menular diantara narapidana. 
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Ruang poliklinik di LP Sungguminasa sangat kecil, sehingga 
Narapidana yang memerlukan penanganan untuk rawat inap hanya 
dilakukan di ruang klinik dokter yang juga berfungsi ganda sebagai ruang 
pemeriksaan. Fasilitas unit pelayanan Kesehatan atau poliklinik yang ada 
di Lapas ini kurang lengkap seperti peralatan medis dan non medis, 
terbatasnya persediaan obat-obatan, tidak adanya klinik gigi, ruang obat 
sertalaboratorium untuk pengecekan darah, urin,HIV/AIDS. Selain itu, 
tidak adanya fasilitas ruang khusus untuk Narapidana yang memiliki 
penyakit menular seperti TBC dan HIV/AIDS, serta ruang rehabilitasi untuk 
penanggulangan narapidana ketergantungan narkotika 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
62 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis di 
atas, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pelaksanaan pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Sungguminasa Kabupaten Gowa belum sesuai dengan Peraturan 
Menteri Hukum dan HAM Nomor M. HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 . 
tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementrian 
Hukum dan HAM. Hal ini dibuktikan dengan adanya over capacity 
atau jumlah Narapidana yang melebihi daya tampung, dengan 
tenaga kesehatan yang hanya terdiri dari 1 Dokter Umum, 3 
Perawat, dan 1 Penyuluh Kesehatan yang menjaga secara 
bergantian, ketersediaan ruang yang belum memadai seperti belum 
adanya laboratorium, dan klinik gigi serta persediaan obat yang 
kurang lengkap. 
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat lembaga 
pemasyarakatan dalam melaksanaan pemenuhan hak 
mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa adalah 
fasilitas dan kapasitas lapas serta kuantitas petugas kesehatan. 
Seperti kapasitas lapas yang melebihi kapasitas daya tampung, 
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fasilitas unit pelayanan kesehatan atau poliklinik yang kurang 
lengkap, dan jumlah tenaga kesehatan yang minim. 
 
B. Saran 
Dari hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan tentang 
“Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA”, maka Penulis akan menyampaikan 
beberapa saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan kearah 
yang lebih baik. Saran – saran yang dikemukakan Penulis, adalah : 
1. Sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan di isi sesuai dengan jumlah 
kapasitasnya yakni sebanyak 368 orang. Apabila melebihi 
kapasitas seperti saat ini berjumlah 480 orang, maka sebaiknya 
pemerintah perlu mempertimbangkan adanya upaya perluasan 
lahan/kawasan di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, 
Pengembangan poliklinik kesehatan dengan menambahkan tenaga 
petugas kesehatan, obat – obatan, peralatan medis, serta ruang 
perawatan seperti ruang rawat inap, ruang obat, laboratorium dan 
ruang khusus bagi Narapidana yang memiliki penyakit menular. 
Jumlah petugas/tenaga kesehatan ditambahkan dengan 
keberadaan tenaga psikolog ataupun psikiater yang dapat 
memberikan motivasi atau membantu Narapidana dalam saat 
kondisi jiwanya terganggu. 
2. Sebaiknya Fasilitas, kualitas dan kuantitas petugas kesehatan lebih 
ditingkatkan, seperti mengisi Lapas sesuai dengan maksimal daya 
tampungnya, melengkapi fasilitas unit pelayanan kesehatan atau 
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poliklinik, dan mencukupkan atau menambahkan jumlah tenaga 
kesehatan berdasarkan banyaknya Narapidana atau yang mereka 
butuhkan. 
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